BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap suku mempunyai budaya, mulai dari bahasa yang
digunakan dan benda-benda kuno yang termasuk senjata tradisional.
Senjata tradisional yang ada di Indonesia salah satunya senjata tajam
seperti orang Bugis dalam ras Deutero Melayu menyebutkan badik
dengan nama kawali adalah senjata tajam tradisional mereka,Bagi orang
Bugis memiliki Kawali adalah suatu keharusan,seperti ungkapan dalam
bahasa Bugis “7aniya ugi narekko de na punna kawali’yang artinya
“Bukan seorang Bugis jika tidak memiliki kawali. Seiring perkembangan
zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti
Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi collector item
dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya
perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang
lain.' Pengaruh fisik terhadap manusia,bentuk-bentuk organisasi sosial
primitive dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya

pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.

! (http://Ibhmawarsaron.or.id/home/index.php/artikel/forum-keadilan/13 1 -izin-kepemilikan-
senjata-tajam diakses jumat 17 april 2015)



http://lbhmawarsaron.or.id/home/index.php/artikel/forum-keadilan/131-izin-kepemilikan-senjata-tajam
http://lbhmawarsaron.or.id/home/index.php/artikel/forum-keadilan/131-izin-kepemilikan-senjata-tajam

Dalam perkembangan dunia yang semakin maju ini tidak hanya
infrastruktur yang semakin maju dan beragam, lebih dari itu di Indonesia
tindak kejahatan semakin beragam pula. Salah satu kejahatan yang
meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata
tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana
pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan,

pengancaman, penculikan, dan sebagainya.

Semua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat
merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum
pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu
suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan
hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan

di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah
sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap
kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh
masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu
penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata
tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di

Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata tajam, legal maupun



illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan
meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api
kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa
banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan
senjata tajam ilegal sulit sekali untuk dilacak.

Membahas mengenai senjata tajam di Indonesia terdapat suatu
aturan yang tertuang dalam Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951
Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang menyatakan :

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,
senjata penikam, atau senjata penusuk (s/ag, steek-, of
stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-
tingginya sepuluh tahun.

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata
penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang
nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian,
atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk
kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-
nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno
atau barang ajaib (merkwaardigheid).”

Dalam aturan tersebut melarang setiap orang membuat, menerima,

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan,
mempergunakan atau mengeluarkan,Senjata penikam,senjata penusuk dan

senjata pemukul.

? Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak.



Jawa Timur adalah salah satu propinsi terbesar, hal tersebut
dikarenakan Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga
tidak heran angka kriminalitas tiap tahun juga meningkat mulai dari
perampokan pembunuhan, serta masih banyak lagi kejahatan yang
ditimbulkan akibat pelanggaran membawa senjata tajam,selain itu
keadaan masyarakat yang biasanya masih memegang tradisi leluhur
bahwa membawa senjata tajam merupakan suatu keharusan, Hal inilah
yang membuat sulit Polri sebagai sebagai salah satu lembaga institusi
bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dapat menentukan kebijakan
apa yang sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.

Data Kepolisisan Daerah Jawa Timur menyebutkan pada tahun
2014 tercatat sebanyak 107 kasus begal di jawa timur, sedangkan data
Operasi Sikat Semeru yang digelar 12-23 Februari 2015 mengungkap 734
kasus dengan jumlah tersangka 737 orang. Rinciannya, pencurian dengan
kekerasan 93 kasus, pencurian dengan pemberatan 314 kasus, pencurian
kendaraan bermotor 213 kasus, pencurian hewan 29 kasus, dan penyitaan
senjata api dan tajam sebanyak 85 kasus.’

Seperti yang terjadi di Kediri, tersangka yang bernama Sutris yang
tertangkap tangan membawa senjata tajam pada saat ada razia oleh pihak

yang berwajib. Akibat dari perbuatannya yang membawa senjata tajam

’ M.tempo/read/news/2015/03/18/058650974/polisis-kembalikan-kendaraan-yang-dirampas-begal,
diakses pada 13 Mei 2015 pukul 08.00 WIB



tanpa izin hakim memutus perkara ( nomor : 116/Pid.sus/2014/Pn.Kdr )
dengan pidana penjara selama empat bulan

Di dalam Islam suatu perbuatan masuk dalam katagori tindak
pidana apabila peraturan tersebut melanggar tata aturan masyarakat yang
dibuat oleh pemerintah, kepercayaan, agama, harta benda, nama baik
serta pada umumnya dapat merugikan kepentingan umum dan
mengganggu ketentraman masyarakat. Setiap kejahatan yang sanksi
hukumnya telah ditentukan dalam Al Quran dan Al Hadits disebut
sebagai jarimah hudud, sedangkan kejahatan yang sanksinya tidak
ditentukan dalam Al Quran dan Al Hadits disebut jarimah Ta’zir, yang
mana ta’zir dibagi menjadi dua yaitu jarimah ta’zir yang menyinggung
hak Allah dan jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu.*

Seperti tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam Islam juga
merupakan tindak pidana karena melanggar tata aturan dalam masyarakat
yang dibuat oleh pemerintah, dapat membuat keonaran dan membuat
kekacauan. Seperti dalam kasus di atas jika dilihat dari maksimal
hukuman yang ada dalam undang-undang hukuman yang dijatuhkan pada
Sutris sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku dan akan menjadi
pelajaran bagi orang lain sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut apakah
putusan Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau
belum dan bagaimanakah pandangan hukum pidana islam mengenai

tindak pidana kepemilikan senjata tajam ini.

* A.Djazuli, fikih jinayah ( upaya menanggulangi kejahatan dalam islam ), (jakarta : PT Raja
Grafindo, 1997),6



Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dalam

sebuah karya tulis yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam

Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam ( studi putusan

nomor : 116/Pid.sus/2014/Pn.Kdr )”.

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas muncul beberapa masalah antara lain :

1.

2.

Tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi.
Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Hakim sebagai
pertimbangan dalam memutus perkara kepemilikan senjata tajam
illegal dalam putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.
Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam
putusan perkara kepemilikan senjata tajam illegal Nomor :

116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1.

Pertimbangan dan dasar hukum apakah yang digunakan hakim
sebagai pertimbangan dalam memutus perkara kepemilikan
senjata  tajam illegal  dalam  putusan  Nomor
116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr ?

Bagaimanakah pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi
pidana dalam putusan perkara kepemilikan senjata tajam illegal

Nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr ?



D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa

pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan
Nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang tindak pidana
kepemilikan senjata tajam?

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana
dalam putusan nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang tindak
pidana kepemilikan senjata tajam?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang
sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah
yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan
merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.’
Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik
yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya, sehingga tak ada pengulangan langkah sistematis
yang diambil melalui tinjauvan pustaka yaitu menginventarisir berbagai
tulisan yang memuat judul skripsi ini dengan hal-hal yang berhubungan
dengannya dan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini adalah bersumber

pada buku-buku yang berkaitan dengan judul ini, yakni mengkaji suatu

> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan SkripsiSurabaya:
t.p.,2014),.8



putusan pengadilan dengan menggunakan hukum positif dan hukum
pidana Islam. Untuk lebih jelasnya akan di kemukakan skripsi yang

mempunyai bahasan dalam satu tema yaitu :

Skripsi yang berjudul “Tinjauan yurudis terhadap tindak pidana
membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak ( studi
putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)”, oleh saudara Salman farisi,
fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar tahun 2013.

Dalam skripsi yang dibahas oleh saudara Salma Farisi lebih
spesifik membahas mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh
anak, yaitu tindak pidana memiliki senjata tajam oleh anak dibawah
umur, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum
pidana dalam perkara delik penggunaan senjata tajam yang dilakukan
oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap delik penyalahgunaan senjata tajam
yang  dilakukan  oleh ~ anak = dalam  perkara  putusan
No.136/pid.B/2013/PN.Mks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum
pidana dalam putusan No.136/pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN
No.78/1951). (2) Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap
terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai dengan

putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana



penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).®

Skripsi yang berjudul “ tinjauan figh jinayah terhadap putusan
Pengadilan Negeri sidoarjo nomor 40/Pid.B/2007/PN.SDA tentang
tindak pidana kepemilikan bahan peledak”. Oleh saudara, jurusan
siyasah jinayah IAIN sunan ampel Surabaya, tahun 2007.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang tinjaan figh
jinayah terhadap putusan pengadilan negeri sidoarjo tentang

kepemilikan bahan peledak, dimana bahan peledak yang
dimaksud adalah obat untuk membuat bom ikan.’

Skripsi yang berjudul “Studi analisis putusan Pengadilan
negeri lamongan nomor 03/pid.b/2012/Pn.Lmg tentang kepemilikan
bahan peledak dalam perspektif figh jinayah”, oleh saudara Abdul
Aziz, jurusan hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel Surabaya, tahun 2014.

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pertama, hakim
menerapkan UU no 12/DRT/1951 pasal 1 dalam memutus perkara ini
walaupun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari apa yang ertera
di undang-undang hal ini karena dalam memutuskan perkara ini hakim

melihat fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu yang

113

S Skripsi “ Tinjauan yurudis terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam
tanpa hak oleh anak ( studi putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)”, Salman farisi, fakultas Hukum
Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2013.

7 Skripsi “ Tinjauan figh jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri sidoarjo nomor
40/Pid.B/2007/PN.SDA tentang tindak pidana kepemilikan bahan peledak”. Oleh saudara
Fauziya, jurusan siyasah jinayah IAIN sunan ampel Surabaya, tahun 2007.
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bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan
sebagainya dan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh
rasa keadilan yang ada pada diri seorang hakim. Kedua, tindak pidana
ini dalam islam tergolong atau masuk ke dalam hirabah karena dapat
menimbulkan ketidak tenteraman dalam masyarakat dan mengganggu
ketertiban umum, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku adalah tazir
dalam hal ini penjara agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi
lagi perbuatannya.®

Sedangkan masalah yang kami teliti adalah mengenai putusan
pengadilan negeri Kediri tentang tindak pidana kepemilikan senjata
tajam, masalah yang kami kaji antara adalah pertama, apa saja
pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan tentang
kepemilikan senjata tajam, kedua analisis Hukum Pidana Islam
mengenai sanksi kepemilikan senjata tajam. Perbedaan yang mendasar
dari penelitian lain yaitu terletak pada objek yang diteliti, jika pada
penelitian lain meneliti tentang bahan peledak maka pada penelitian
kami yang diteliti adalah senjata tajam.

Penelitian ini perlu dilakukan agar ada sumber refrensi yang
yang lebih spesifik mengenai tindak pidana kepemilikan senjata tajam

perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

SSkripsi “studi analisis putusan Pengadilan negeri lamongan nomor 03/pid.b/2012/Pn.Lmg
tentang kepemilikan bahan peledak dalam perspektif figh jinayah”, oleh saudara Abdul Aziz,
jurusan hukum islam, fakultas syariah dan Hukum UIN sunan ampel Surabaya, tahun 2014.
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F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan
dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis

merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam
putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang tindak pidana
kepemilikan senjata tajam.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap sanksi
pidana dalam putusan nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang
tindak pidana kepemilikan senjata tajam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta

dapat digunakan minimal dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan atau teoritis
Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya
pengembangan hazanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya
dan berguna untuk pengembangan materi hukum Islam dalam
bidang jinayah khususnya, Studi hukum tentang hubungan
penerapan hukuman dengan masalah hak asasi manusia.
2. Secara praktis
Diharapkan bermanfaat bagi para penyelenggara peradilan

sebagai bahan bacaan dan mungkin bisa menjadi pertimbangan
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praktisi peradilan di Indonesia dalam rangka menegakkan hukum
yang bersih, tegas dan bermartabat.

H. Definisi Oprasional

Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi oprasional yang
terkait dengan judul tulisan ini, “ Analisis hukum pidana islam terhadap
tindak pidana kepemilikan senjata tajam ( studi putusan nomor

116/pid.sus/2014/Pn.Kdr )"

1. Putusan pengadilan negeri Kediri nomor : 116/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr
adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka
yang dapat berupa pemidanaan, bebas dari segala tuntutan serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Hukum pidana Islam adalah : hukum yang mengatur perbuatan
jarimah yang dilakukan orang islam yang penentuan hukumannya
didasarkan pada Al Quran dan As Sunnah.

3. Senjata tajam adalah : seperangka atau suatu alat yang bersifat
tajam seperti pedang, clurit, golok dan sebagainya.’

4. Kepemilikan adalah menyimpan, memiliki, menguasai, membawa
senjata tajam

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang

langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang

’ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa.
2008).
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berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dibahas, dideskripsi,
diambil kesimpulan dan selanjtunya dicarikan cara pemecahannya.
berpijak dari teori keilmuan dan keinginan untuk menyajikan keilmuan
yang di bangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya
tulis ilmiah tertentu, maka studi ini di tulis dengan cara mengikuti alat

pijak metodologi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
Secara definitive data adalah fakta yang dapat dijaring
berdasarkan kerangka teoritis dan metodologis. Data-data yang di
himpun dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan

dengan:

Data yang berkaitan dengan analisis hukum pidana islam
terhadap sanksi hukuman tindak pidana kepemilikan senjata tajam

dalam putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.

2. Sumber data
a. Sumber data primer
Sumber data yang diperoleh penulis dan bahan
kepustakaan mengenai tindak pidana kepemilikan senjata tajam
yang meliputi :
1. Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor
116/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr

2. Al Quran
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3. As-Sunnah, dan
4. Kaidah Ushul Figh
b. Sumber data sekunder
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam
penelitian ini penulis membaca dan menelaah kitab, buku
maupun tulisan baik melalui media internet maupun
perpustakaan, karya ilmiah, dan data-data yang dapat
menunjang penelitian yang ada hubungannya dengan judul
skripsi yang peneliti teliti. Literature-literatur tersebut seperti:
1) Penelitian hukum : karya Prof Dr Peter Mahmud Marzuki
SH., MS
2) Hukum pidana islam : karya Drs Rahmat Hakim, M.Ag
3) Hukum pidana islam di Indonesia : karya Drs Makhrus
Munajat, M.Hum
4) Hukum Acara Pidana Indonesia. Karya Andi Hamzah
5) Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: Karya Wiryono
Projodikoro

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar data yang ditetapkan.
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Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan
data penelitian ini adalah: Metode dokumentasi, yaitu
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang
cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema
pembahas. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian
sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai
sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan
untuk meramalkan. Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas
digunakan teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan (/ibrary
research). Dilakukan dengan mencari, mencatat,
menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang
berupa bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas dengan cara membaca, mempelajari,
serta menelaahnya yang kemudan disajikan dalam bentuk
deskriptif.

. Teknik pengolahan data

a. Editing, yaitu: memeriksa kembali semua data yang diperoleh
terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan
keselarasan antara yang satu dengan lain.

b. Organizing, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang
telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah

direncanakan.
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c. Analizing, yaitu: memberikan analisa dari data-data yang telah
dideskripsikan dan menarik kesimpulan.'
5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik
deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan
memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan
menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk
konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah."
Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini
menggunakan metode deduktif, yaitu data-data yang diperoleh
secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara
khusus.'?

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam studi ini dan agar
dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya
disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab,
sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya

sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar

belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, kajian pustaka,

' peter Mahmud, Penelitian Hukum, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010 ),.197
" Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : UI Press, 1993),.71.

'2M. Arhamul Wildan, Metode Penalaran Deduktif dan Induktif, dalam arhamulwildan.
blogspot.com, diakses pada 12 Maret 2015
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kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah membahas tentang kajian teoritis tentang

tindak pidana kepemilikan senjata tajam menurut figh jinayah.

Bab ketiga, adalah mendeskripsikan tentang putusan nomor :
116/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr, mulai dari wilayah hukum dan struktur
organisasi Pengadilan Negeri Kediri, deskripsi kasus, landasan hukum
yang dipakai hakim, pertimbangan hukum dan isis putusan.

Bab keempat, adalah memuat tentang analisis figh jinayah dan
hukum positif terhadap putusan nomor :116/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr tentang
tindak pidana kepemilikan senjata tajam.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang

sifatnya membangun.



